
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Klne,ja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlotahan 
Daerah sebagaimana telah beoerapa kali diubah teral<hir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repoblik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4$44); 

t. Undang·Undang Nomor 14 Tamm 1950 tentang Pembentukan 
Daerah·daerah Kabupaten dalam Ungkungan Provins! Jawa 
Barat (Serita Negara Tahun 1950); 

Mengingat 

b. bahwa ates easer pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
hurur a di ates, petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja lnstansi Pemenntah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sel<asi tersebut perlu ditetapkan dengan l'ffilturan 
Bupati. 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pencfayagunaan Aparatur 
Negara dan Refonnasi Birokrasi Nom0< 25 Tahun 2012 tenting 
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabililas IGneqa lnstansf 
Pemerlntah, perlu menetepkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasl 
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintilh atas Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD); 

Menimbang 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 
PET\JNJUK PELAKSANAAN l:VAlUASI 

AKUNTABlUTAS KINERJA INSTANSl PEMERINTAH 
ATASSATUAN KERJA PERANGKAT OAERAH (SKPO) 01 UNGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BEKASI 

NOMOR I,. I .,- .. '" ,~ -:. o- I 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bel<asi Nomor 7 Tahon 2009 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Be!<asi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sekasi Tahun 2009 Nomor 7) 
sebagaimana telah beberapa ka1 diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tal'Aln 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peratur.m O.erah ~OO!}dtQII 
Bekasl Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat 
Oaerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2012 Nomor 8); 

14. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Tahun 2005·2025 (Lernbaran Oaerah Kabupaten Belcasi 
Tahun 2010 Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 201.2 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012·2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nornor 6). 

- 

12. Peraturan Oaerah Kabupaten Sekasi Nomor 6 Tahun 2008 
ten tang Urusan Pemerintah Kabupaten 8ekasi 
(Lembaran oaerah Kabupaten Sekas, Tahun 2006 Nomor 6); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Blrokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk 
Petaksanaan Evaluasi Akuntabtlitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menterl Negara Pendayagunaan AParatur Negara c;UJn 
Reformasi Blrokrasi Nomoc 11 Tahun 2011 tentang Knreria dan 
Ukuran Kebemasilan Reformasi SifOkrasi; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

s. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedolnan Ummi 
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pen:epatan 
Pemberantasa.n Kon.ipsi; 

6. lnstruksi Preside,, Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiitas 
Klnerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Perr.enn::.ah "Zamor S Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tara Cara, Penyusun.an, Peogendalian Dan 
Evaluasi Petaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, 
Tambahan Le.mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 

S. Peraturan Presiden Republik tr1<1o<u?sia Nomor 81 Tahun 2010 
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 



. 
( BUPATI BEKASI ~ 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal : 

Agar sebap 0<ang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati inl dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Bekasi. 

- 
Peraturan Bupati ini bes1aku sejak ianggal diundangkan. 

(1) Pelaksanaan evaluasi akuntabmtas kine,ja SKPD set,agalmana 
dimaksud pada Pasal 2, dilakukan oleh lnspektorat Kabupaten 
Bekasi. 

(2) lkhtisar hasil evaluasi akuntabibtas kine,Ja, setiap tahun 
dllaporkan kepada Bupatl dan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi c.q. Deputi B,dang Pengaw-.san 
dan Akuntabilitas Aparatur, pahng lambat akhir bulan Sep.ember. 

Pasal 4 - 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah atas SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belcasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan bagi 
evaluator yang berkaitan dengan : 
a. pemahaman mengerai tujuan evaluasl dan penetapan ruang 

lingkup evaluasl; 
b. pemahaman mengena, strategi evaluasl clan metodologi yang 

dlgunakan dalam evaluasl; 
c. penetapan langkah·langkah kerja yang harus ditempuh dalam 

proses evaluas,; dan 
d. penyusunan Laporan Hasl1 Evaluasi (LHE) dM mekanisme 

pelaporan hasil evaluasi serta pr'Oses peogoian.an datanya. 

Pasal 3 

Pasal 2 

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabi~tas Kinerja 
lnstansl Pemerintah atas SKPD di Ungkungan Pemerintah Kat,upaten 
Bekasi yang rindannya sel>agaimana. tercanwm dalam Lamporan 
Peraturan Bupati Inl. 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERJtfTAH ATAS 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI UNGKUNGAN 
PEMERINTAH KABIJPATEN BEKASI 

Menet.,pkan 

McMUTIJSKAN· 


